Menimbang

Mengingat

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR: 7¢8 / Sy& 7=évrn 2oy
TENTANG

PENETAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO
BUPATI SUKOHARJO,

bahwa semangat perjuangan Ir. Soekarno dapat
mencerminkan dan membangun semangat
nasionalisme kegotongroyongan maupun rasa
persatuan dan kesatuan;

bahwa Ir. Soekarno sebagai Proklamator perlu
dikenang dan dihormati atas jasa-jasa  serta
pengabdiannya terhadap bangsa dan negara Indonesia;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan nama Ir. Soekarno sebagai nama Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;

bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063},

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo bernama
Rumah Sakit Umum Daerah “Ir. SOEKARNO”.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal /s Epreméer 2o,

BUPATI SUKOHARJO,

\_;._;‘}\
WARDOYO WIJAYA Y

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

kepada Yth. :
1. Kepala Dinas

Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah di Semarang;

2 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

3 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sukoharjo; dan



4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo.
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BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : \88 /<4 Tghuwy 0@

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 11
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN, PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN
PERSYARATAN PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN
PERSYARATAN MEMPEROLEH PERIZINAN PELAYANAN
KESEHATAN HEWAN

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Neger1i Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
menyatakan bahwa pimpinan perangkat daerah
pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala
Daerah;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyusunan
Rancangan Peraturan Bupatt Sukoharjo tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor
11 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan
Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Perubahan
Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun
2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan
Tanda Daftar Usaha Parniwisata dan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2017
tentang Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh
Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan, perlu
membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan
Bupati Sukohano;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {lL.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukocharjo Tahun 20016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 Nomor 50);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang
Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN :

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 64 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2017 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan,
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46
Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Perubahan
Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2017
tentang Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh
Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan, dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana

dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. merencanakan dan mempersiapkan penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo;

b. melaksanakan koordinasi dan menyusun Rancangan
Peraturan Bupati Sukoharjo; dan

c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal \S Septevr e 2By

BUPATI SUKOHARJQO,

4‘ - WARDOYO WIJAYA

Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;



. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

. Asisten Administrasi Umum
Sekretars Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

. Tim yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor '
Tanggal

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 11
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN, PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

SUKOHARJO NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN

PERSYARATAN PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN
PERSYARATAN MEMPEROLEH PERIZINAN
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

NO JABATAN/NAMA KEDUDUKAN KETERANGAN
| DALAM TIM
1 2 3 4
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan arahan,
petunjuk dan
bimbingan
2. | Sekretaris Daerah | Penanggung Bertanggung jawab atas
| Kabupaten Sukoharjo. jawab pelaksanaan kegiatan
3. | Kepala Dinas Penanaman | Ketua Bertanggungjawab
Modal dan Pelayanan seluruh kegiatan.

Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

4. | Kepala Bagian  Hukum | Sekretaris Bertanggung jawab di
Setda Kabupaten Sukoharjo bidang kesekretariatan

5. | Sekretaris Dinas | Anggota Bertanggung jawab
Penanaman  Modal dan sesuail bidang tugasnya

Perizinan Terpadu  Satu
| Pintu Kabupaten Sukoharjo

6. | Asisten Perekonomian dan | Anggota Bertanggung jawab
Pembangunan Sekretaris sesual bidang tugasnya
Daerah Kabupaten
Sukohano

7. | Unsur pada Dinas | Anggota Bertanggung jawab
Pekerjaan Umum sesual bidang tugasnya

Kabupaten Sukoharjo

8. | Unsur pada Bagian Hukum | Anggota Bertanggung jawab
Sekretariat Daerah sesual bidang tugasnya
Kabupaten Sukoharjo

9. | Kepala Bidang Perizinan | Anggota Bertanggung jawab
Pekerjaan Umum  Dinas sesuai bidang tugasnya

Penanaman  Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo




2

4

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kepala Bidang Perizinan
Pariwisata, Sosial dan
Budaya Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

Kepala Bidang Perizinan
Perekonomian Dinas
Penanaman  Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

Kepala  Seksi  Veritikasi
Perizinan Pekerjaan Umum
pada Bidang Perizinan
Pekerjaan Umum  Dinas
Penanaman  Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

Kepala Seksi Pelayanan
Perizinan Pariwisata, Sosial
dan Budaya pada Bidang
Perizinan Pariwisata, Sosial
dan Budaya Dinas
Penanaman  Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

Kepala  Seksi  Verifikasi
Perizinan Pariwisata, Sosial
dan Budaya pada Bidang
Perizinan Pariwisata, Sosial
dan Budaya Dinas
Penanaman  Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

Kepala Seksi Pelayanan
Perizinan Perekonomian
pada Bidang Perizinan
Perekonomian Dinas
Penanaman  Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

Kepala  Seksi  Verifikasi
Perizinan Perekonomian
pada Bidang Perizinan
Pariwisata, Sosial dan
Budaya Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo.

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Bertanggung jawab
sesuail bidang tugasnya

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya




1 2 3 4

17. | PIt. Kepala Sub Bagian | Anggota Bertanggung jawab
Perencanaan dan Keuangan sesuai bidang tugasnya
Sekretariat Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

18. | Sri Purwani, SE Anggota Bertanggung jawab

Fungsional Umum pada
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten
Sukoharnjo

sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

e

! WARDOYO WIJAYA




